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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2018/PA.Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Warsito  Bin  Wartotinoyo,  tempat  dan  tanggal  lahir  Purworejo,  02

Februari  1956,  Agama  Islam,  pekerjaan  Petani,

Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat

kediaman di Jalan Dr. Sutomo No. 17 Rt 61,Kelurahan

Karang  Rejo,  Kecamatan  Balikpapan  Tengah,  Kota

Balikpapan,  Provisi  Kalimantan  Timur  sebagai   Para

Pemohon;

Titi  Binti  Aleh, Tempat tanggal lahir di  Balikpapan, 05 Agustus 1961,

Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal  di  Jalan

Kartika  XVI  Blok  AF  No.  7  BCP  RT  08  RW  17

Keluarahan  Cipacing,  Kecamatan  Jatinangor,

Kabupaten  Sumedang  Provinsi  Jawa  Barat,

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari

2018 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah

terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Balikpapan,  dengan  nomor

33/Pdt.P/2018/PA.Bpp,  tanggal  17  Januari  2018,   dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  4  Februari  1954  telah  menikah  Bapak  Masdar

dengan  Ibu  Saudah  di  KUA  Kota  Balikpapan  Kecamatan  Balikpapan
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Kabupaten Kutai berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 730 -/*) 129

tanggal 4 Februari 1954;
2. Bahwa pada tanggal 17 September 1956 telah lahir Sudarsih anak dari

Bapak Dar dan Ibu Saudah berdasarkan Kartu Keluarga Nomor AC  435671

Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
3. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 1961 telah lahir Sudarti anak dari Bapak

Dar dan Ibu Saudah;
4. Bahwa sebelum dan atau sesudah Sudarsih dan Sudarti lahir telah lahir

anak ke 1, 3 dan 5 dari Bapak Dar dan Ibu Saudah namun telah meninggal

pada saat masih bayi berdasarkan keterangan dari Sudarsih dan Sudarti;
5. Bahwa ketika lahir Sudarti dibuatkan Surat Kenal Lahir dari bidan atas

nama  Bapak  Dar  dan  Ibu  Saudah  namun  hilang  menurut  keterangan

Sudarti;
6. Bahwa pada tahun 1961 ketika baru lahir Sudarti oleh Bapak Dar dan Ibu

Saudah diserahkan kepada Bapak Aleh dan Ibu Sanimah yang merupakan

tetangga karena berbagai alasan;
7. Bahwa pada tahun 1965 Sudarti dibawa pindah ke Bandung oleh Bapak

Aleh dan Ibu Sanimah;
8. Bahwa setelah pindah ke Bandung Sudarti dibuatkan Surat Kenal Lahir

untuk keperluan administrasi sekolah dan berubah nama menjadi Titi Binti

Aleh;
9. Bahwa pada waktu Titi menikah dengan Tauhid Sulaeman pada tanggal

31 Desember 1985 Bapak Dar menjadi Wali Nikah berdasarkan keterangan

foto,  namun  yang  tertera  di  Kutipan  Akta  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Bapak Aleh berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 301/39/XII/1985;
10. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2002 Telah meninggal Bapak Dar

sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal No. 474.3/00275/PEM/VII/2007

tertanggal 10 Juli 2007 selanjutnya disebut almarhum Dar;
11. Bahwa pada tanggal  20 Mei  2007 telah meninggal  Ibu Saudah

sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal No. 474.3/00274/PEM/VII/2007

tertanggal 10 Juli 2007 selanjutnya disebut almarhumah Saudah;
12. Bahwa  pada  tanggal  23  September  2015  telah  meninggal

Sudarsih  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Kematian  dengan  Nomor  Induk

Kependudukan 6471045710560001 tertanggal 30 September 2015;
13. Bahwa  telah  meninggal  Bapak  Aleh  dan  Ibu  Sanimah  sesuai

dengan keterangan Titi atau Sudarti;
14. Bahwa almarhum Dar dan Almarhumah Saudah semasa hidupnya

ada  meninggalkan  harta  berupa,  Tanah  di  Kelurahan  Karang  Rejo
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Kecamatan  Balikpapan  Utara  dengan  Luas  765  M2  berdasarkan  Surat

Tanah  Sertifikat  Hak  Milik  No.  506  Kelurahan  Karang  Rejo,  Nama

Pemegang Hak Dar, Surat Ukur / Uraian Batas tertanggal 19-September-

1986 N0.G.S: 3021/86 Luas 765 M2;
15. Bahwa Titi sekarang yang mendapatkan kuasa atas pengurusan

balik  nama Surat  Tanah  Sertifikat  Hak  Milik  No.  506  Kelurahan  Karang

Rejo, Nama Pemegang Hak Dar,  Surat  Ukur/Uraian Batas tertanggal  19

September1986 N0.G.S: 3021/86;
16. Bahwa  Titi  binti  Aleh  merupakan  Ahli  Waris  terakhir  secara

keturunan dari almarhum Dar dan almarhumah Saudah, namun nama yang

sebelumnya adalah Sudarti binti almarhum Dar berganti menjadi Titi  binti

Aleh (almarhum);
17. Bahwa Para Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan

untuk Sudarti binti almarhum Dar atau Titi binti almarhum Aleh dalam hal

PENETAPAN AHLI WARIS almarhum Dar dan almarhumah Saudah kepada

Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini untuk keperluan mengurus administrasi balik nama sertifikat di

Kantor Pertanahan Balikpapan, Kalimantan Timur;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Para Pemohon mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Sudarti binti almarum Dar atau Titi binti almarhum

Aleh sebagai anak kandung dari almarhum Dar dan almarhumah Saudah;
3. Menetapkan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang

berlaku;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,  Para  Para

Pemohon  telah  datang  menghadap sendiri,  dan  Majelis  Hakim  telah

memberikan nasehat terkait  harta waris yang akan dibagi berdasarkan hukum

Islam;

Bahwa  atas  nasehat  tersebut,  Para  Pemohon  menyatakan  mencabut

permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

penetapan ini; 
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Para  Pemohon

adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  atas  nasehat  Majelis  Hakim,  Para  Pemohon

menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Para  Pemohon  mencabut

permohonannya,  maka  Majelis  Hakim tidak  perlu  mempertimbangkan  pokok

perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, namun

karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan  merupakan perkara

volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

33/Pdt.P/2018/PA.Bpp dari Pemohon;  

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat  pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara;  

3. Membebankan Pemohon untuk  membayar  biaya  perkara  ini  sejumlah

Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah). 

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim  yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj.

Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H. dan Drs. Muh.

Rifa'i,  M.H. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  penetapan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Senin tanggal

12 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1439

Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi  Hakim-Hakim Anggota

dan dibantu oleh  Nasma Azis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Para Pemohon;  
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Hakim Anggota,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Ketua Majelis,

 

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.
                Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag
Perincian biaya perkara.

 1. Pendaftaran Rp   30.000,00
2. Biaya proses Rp   50.000,00
3. Biaya Panggilan  Rp 250.000,00
4. Redaksi Rp     5.000,00
5. Biaya meterai Rp     6.000,00

Jumlah Rp 341.000,00
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